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“" PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

GROBOGAN

NOMOR : 000.8.3.2/3041/SETWAN /2024

TENTANG

STANDART PELAYANAN PUBLIK (SPP)

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang :

Mengingat :

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal
15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, setiap penyelenggara berkewajiban
menyusun, menetapkan dan menerapkan Pelayanan
Publik;

bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu
ditetapkan Standart Pelayanan Publik di lingkungan
Sekretariat Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Grobogan dengan  Surat Keputusan
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Grobogan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar  Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun

2015 tentang Pedoman  Penyusunan Standar
Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Grobogan;

8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 90 Tahun

2021 tentang Kedudukan, Sususnan, Organisasi, Tugas,
Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN:

Standar Pelayanan Publik pada  Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan tentang
sebagaimana tercantumdalam Lampiran merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Standar  Pelayanan Publik pada  Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan meliputi
ruang lingkup pelayanan jasa.

Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh
penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian
kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat
pengawas dan  masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik.

Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak
ditetapkan.



KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 2 Segiewber 2024

EKRETARIS DPRD
> N GROBOGAN,

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan.
2. Inspektorat Kabupaten Grobogan.

3. Arsip.



LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 000.8.3.2/3041/SETWAN/2024
TANGGAL : 2 September 2024

A. PENDAHULUAN
Memuat gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi
serta keberadaan unit Penyelenggara  Pelayanan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.

B. VISI DAN MISI
1. Visi:
“Terwujudnya Grobogan yang lebih Sejahtera, Berdaya Saing,
Beriman dan Berbudaya.”
2. Misi:
“Memperkuat Reformasi Birokrasi dan meningkatkan kualitas tata
kelola Pemerintahan yang baik.”

C. CORE VALUE APARATUR SIPIL NEGARA
Nilai Dasar “BerAKHLAK”
Ber : Berorientasi pelayanan

: Akuntabel

: Kompeten
: Harmonis

: Loyal

: Adaptif

: Kolaboratif

ST e oS

D. MAKLUMAT PELAYANAN
“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan
sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak
menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan
perundang- undangan yang berlaku.”



E. STANDAR PELAYANAN

1.

Satuan Kerja

Jenis Pelayanan

. Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan

: Layanan Informasi Publik

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO. KOMPONEN URAIAN
1. |Persyaratan 1) Warga Negara Indonesia.
Pelayanan 2) Mengisi formulir permintaan Informasi Publik.

3) Menunjukkan KTP/identitas lain dan

melampirkan fotokopi KTP/ identitas lain.

4) Pengguna Informasi Publik wajib
menggunakan informasi publik dengan
mencantumkan sumber dari mana
memperoleh Informasi Publik , baik yang
digunakan untuk kepentingan sendiri
maupun untuk keperluan publikasi sesuai
dengan ketentuan

2. |Sistem,

mekanisme, dan

prosedur

Pemohon mengajukan =

f————————— :
permintaan

Ditolak

Petugas
memverifikasi
keperluan
pemohon dan

Diproses

informasi




1.

Keterangan :

Pemohon mengajukan permintaan
informasi dengan hadir di meja

pelayanan informasi

. Pemohon melengkapi persyaratan

3. Petugas memverifikasi keperluan

pemohon, hasil verifikasi petugas berupa

a. Permohonan dapat diproses dan
petugas memberikan bukti
permohonan

b. Permohonan ditolak

. Petugas memberikan data informasi yang

dibutuhkan pemohon

fnledia Informasi :

Melalui Website atau email;
Dapat mendownload Informasi Publik yang
tersedia pada website

https://dprd.grobogan.go.id/ yang

sebelumnya mengisi formulir yang telah

tersedia

. Melalui Telefon / Fax;

Dapat menghubungi telepon Desk Layanan
informasi di nomor (0292) 421145

. Langsung

Datang langsung ke Desk Layanan Informasi,
dengan alamat Sekretariat DPRD Kabupaten
Grobogan Jl. Bhayangkara No 3 Purwodadi,

Grobogan




Jangka waktu
penyelesaian

1. Proses penyelesaian dalam memenubhi

permintaan permohonan informasi publik
dilakukan setelah pemohon informasi
publik memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan;

2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling

lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak
diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan
menyampaikan pemberitahuan yang
berisikan informasi yang diminta
berada di bawah penguasaannya atau
tidak. Dan PPID dapat memperpanjang
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;

3. Penyampaian informasi publik kepada

pemohon informasi publik dilakukan secara
langsung, melalui email, WhatsApp dan Lain-

lain

Biaya/ tarif

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
menyediakan informasi publik secara gratis
(tidak dipungut biaya), sedangkan untuk
penggandaan atau perekaman, pemohon
informasi publik dapat melakukan penggandaan
sendiri di sekitar gedung Sekretariat DPRD
Kabupaten Grobogan, atau menyediakan
CD/DVD kosong atau flash disk untuk

perekam data dan informasi.




Produk Produk Informasi Publik yang tersedia di Pejabat
pelayanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Sekretariat DPRD KABUPATEN GROBOGAN
meliputi:
1. Profil Anggota DPRD KABUPATEN
GROBOGAN dan Sekretariat
2. Laporan Kegiatan DPRD KABUPATEN
GROBOGAN dan Sekretariat
3. DPA DPRD KABUPATEN GROBOGAN
dan Sekretariat
4. Realisasi Perjalanan Monitoring dan
Evaluasi DPRD KABUPATEN GROBOGAN
dan Sekretariat
5. Laporan Kinerja DPRD KABUPATEN
GROBOGAN dan Sekretariat
6. Rencana Strategis DPRD KABUPATEN
GROBOGAN dan Sekretariat
7. Audio Visual Kegiatan DPRD
KABUPATEN GROBOGAN
Penanganan a. Datang Langsung,
pengaduan, Saran, |, Telepon : (0292) 421145
Dasar Hukum i

Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
RI No. 24 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Publik Secara Nasional




8 | Sarana, layanan berupa ruang Desk Layanan Informasi
prasarana, Publik, yang dilengkapi fasilitas pengaduan;
dan/atau fasilitas| Kursi; Telepon; Formulir

9. | Kompetensi Petugas pengaduan memiliki kompetensi sesuai
Pelaksana dengan Standarisasi Pengelolaan Pengaduan

10. | Pengawasan Sistem Pengawasan sesuai dengan SOP
intersial Pengaduan Sekretariat DPRD KABUPATEN

GROBOGAN

11. | Jumlah 1 orang
pelaksana

12. | Jaminan Sekretariat DPRD KABUPATEN GROBOGAN
pelayanan menjamin kerahasiaan data pemohon

13. | Jaminan Sekretariat DPRD KABUPATEN GROBOGAN
dan menjamin keamanan dan keselamatan pemohon
keselamatan
pelayanan

14. | Evaluasi kinerja | Evaluasi dilakukan sesuai SOP Pelayanan Publik

Pelaksana

dan Aduan Sekretariat DPRD KABUPATEN
GROBOGAN




2 Satuan Kerja

Jenis Pelayanan

. Sekretariat DPRD KABUPATEN GROBOGAN

: Layanan Pengaduan

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

KOMPONEN

URAIAN

1. |Persyaratan
Pelayanan

Mengisi formulir yang telah disediakan dengan
mencantumkan data diri/identitas yang jelas dan
dapat dipertanggungjawabkan

2. |Sistem,

mekanisme, dan

prosedur

Pemohon datang
langsung

Pemohon melengkapi
formulir pengaduan

menyelesaikan
permasalahan

Diproses

Petugas memberikas
tanggapan resmi
Keterangan :

1. Pemohon mengajukan pengaduan dengan
hadir di meja pengaduan

2. Pemohon melengkapi persyaratan, menulis
pengaduan di formulir pengaduan

3. Petugas menyelesaikan pengaduan

4. Petugas memberikan tanggapan atas pengaduan

pelayanan publik secara resmi




Media Informasi :

1. Melalui Website atau email;
Dapat menyampaikan pengaduan melalui website
https:/ /dprd.grobogan.go.id/ , yang sebelumnya
mengisi formulir yang telah tersedia

2. Kotak Pengaduan
Datang langsung ke Desk Layanan Informasi dan
pengaduan, dengan alamat Sekretariat DPRD
KABUPATEN GROBOGAN, Jl. Bhayangkara No 3
Purwodadi, Grobogan

Jangka waktu

penyelesaian

1. Proses penyelesaian dalam  penyelesaian
pengaduan  dilakukan  setelah  pemohon
informasi publik memenuhi persyaratan yang
telah ditentukan;

2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat
10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya
permintaan petugas pengelola pengaduan akan
menyampaikan tanggapan secara resmi. Dan
petugas pengaduan dapat memperpanjang
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;

3. Tanggapan atas pengaduan kepada pemohon
informasi publik dilakukan secara langsung,

melalui telepon, whatsapp atau melalui email.

Biaya/tarif

Untuk mendapatkan layanan ini tidak dikenakan
biaya. Biaya yang timbul hanya untuk akses internet.

Produk
pelayanan

Tanggapan Pengaduan Pelayanan Publik

Penanganan
pengaduan,
saran, dan

masukan

a. Datang Langsung,
b. Melalui website https:/ /dprd.grobogan.go.id/




7. | Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 24 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Secara Nasional
8 | Sarana, Dalam memberikan layanan pengaduan
prasarans, publik, petugas pengaduan menyediakan ruang
dan/atau fasilitas| layanan berupa ruang Desk Layanan Informasi Publik,
yang dilengkapi fasilitas pengaduan; Meja; Kursi;
Telepon; Formulir
9 | Kompetensi Petugas pengaduan memiliki kompetensi sesuai
Pelaksana Standarisasi Pengelolaan Pengaduan
10 | Pengawasan Sistem Pengawasan sesuai SOP  Pengaduan
internal Sekretariat KABUPATEN GROBOGAN
11 | Jumlah 2 orang
pelaksana
12 | Jaminan Sekretariat DPRD KABUPATEN GROBOGAN menjamin
pelayanan kerahasiaan data pemohon
13 ﬂamlnan Sekretariat DPRD KABUPATEN GROBOGAN menjamin
eamanan
Ao kegelamatan keamanan dan keselamatan pemohon
pelayanan
14 gvg!}(lmi kinerja | Evaluasi dilakukan sesuai dengan  Standar
CIRsSana Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan

Sekretariat DPRD KABUPATEN GROBOGAN




